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Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

EEPUTUSAN PRESIDEM REPUBLIK'INDONESIA
WOMOR 3 224 TAHUN  1967.

KAMI, PZDJABAT PRESIDEK REPUBLIK INDONESTIA,

1. bahwa perbuatan korupsi pada waumnja merupakan salah sa-
tu hambatan jang sangat merugikan bagi pelaksanaan prow
gram-program Kabinet Ampera dan pentjapaian Pantja Ter-
tib, sehingga perlu mengambil langkah-langkah untuk meng-
inteasifkan dan mengefektifkan pemberantasannja;

2. bahwa berhubung dengan itu, perlu membentuk suatu Team
untug dapat bertindak lebilh tegas, tjepat dan tertib ter-
hada» setiap orang Jjang melakukan perbuatan korupsi;

1, Pasal 4 ejat (1) Undang-undang Dasar 1945

2. Undang-undang Lo. 5 tahun 1950 tentang susunan kekuasaan
Badan-badan Peradilan Ketenteraan; S

3, Undang-undang Mo, © tahun 19350 berhubungan dengan Undang-
undang No. 1 tahun 1961 Drt 1958 tentang Hukum Atjara
Pidana pada Pengadilan Ketenteraan;

4 Undang-undang No, 15 tghun 1961 tentang ketentuan-ketsn-
tuan Pokok Kedjaksaan Republik Indonesia; : «

5, Keputusan Presiden R.I. No. 132 tahun 1957 tentang orgza-
nisasi Pertshanan-Keamanan;

MEMUTUSKAN:

PEMBENTUEAN TEAM PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUKAN, sebagail berikut

BAB T
UMUM

Pasal 1 .
Jang dimaksud dengan Korupsil dalam Kepususan ini adalah
sesual cengan peraturan-permngang-undangan jang berlaku.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI o,
Pasal 2. 5

{1) Team Pemberantasan Korupsi bertugas membantu Pemerintah
dalem memberantas perbuatan Korupsi se-ijepatZnja dan
se~tertib-2nja . o

(2} ..Bantuan 2esena
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(2} Bantuan kepada Pemerintah seperti jang dimaksud dalamw
ajat (1) pasal ini dilakukan setjara 3

a. represif, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum se~
tjera tiepat dan tegas gesual dengan peraturan-perstur-
an hukum Jang berlaku.

b. preventif, dengan menjarankan kepada FPemerintah merge-

nal tindakan=-tindakan administratif dan tindakan-2 lain
nja jang harus diambil oleh Pemerintah untuk mentjegah

atau mengurangi kemungkinan timbulnja korupsi.

Pssal 3,

Team Perberantasan Korupsl mempunjal fungsi memimpin, mengko-
ordinir dan mengawasi semua alat-2 penegak hukum jang berwe-
nang baik sipil maupun Angkatan Bersendjata Republik Ipdonesia
dalam melakukan penjelidikan, penjidikan dan penuntutan pers
kara-perkara korupsi bailk jang dilakukan oleh okmur sipil
maupun Angkatan Bersendjata Republik Indonesia,

3AB IIT,
SUSTHAN

Pasal 4.

Team Pemberantasan Korupsi terdiri dari :
a. Ketua Team.
b. Kelomnpok Penrnasehat.
ca Anggauta~2 Team.
d,. Sekretaris Tean.
8. Satuan Tugas,

Pasal 5 .

Ketua Team Pemberantasan Korupsi adelah Djaksa Agung, jang
dalam meleksanakan tugasnja bertanggung djawad kepada Presiden,

Pasal 6,

(1) Kelompok Penasehat terdiri dari Menteri Kehakiman, Pangli-
ma Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut, Panglima Ang-
katan Udara dan Panglima Angkatan Kepolisian.

(2). KelomP0k secsa
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(3)

(1)

(2)

(3)
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Kelompok Penasehat memberikan nasehat~2 haik diminta atau
tidak, baik setjara kelompok maupun sendiri-2 dalam rang-
ka memperlantjar pelaksanaan tugas Djaksa Agung sebagail
Xetua Team Pembrantasan Korupsi.

Para Panglima Angkatan selaku anggotakelompok: pgnasehat,
bertanggung djawab atas kelantjaran pelaksanaan pemberan—
tagsan korupsi dalam angkatan masing~2 maupun dalam rangka
pemberantasan korupsi pada umumnjae

Pasal 7.

Anggota-2 Team Pemberantasan Korupsi terdiri dari :

- seorang pegawal tinggl jang ditundjuk oleh Menteri Ke~
hakiman;

-~ seorang perwira tinggl dari Angkatan Darat, Angkatan
Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian, jang di-
tundjuk oleh Panglima Angkatan masing-z;

~ seorang Djaksa Agung Muda jang ditundjuk oleh Djaksa
Agung.

Anggota=~2 tersebut diatas diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden, '

Anggota~2 bertugas membantu Ketua Team Pemberantasan Koxup:

© i unbuk memperlantjar pelaksanaan tugas teanm,

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal &.

Sekretaris Team Pemberantasan Korupsi'dipegang oleh se-
orang Djaksa Agung Muda jang ditundjuk oleh Djaksa Agung.

Sekrevaris Team Pemberantasan Korupsi memimpin Sekretarist
jang susunannja ditetapkan oleh Team Pemberantasan Xorupsi,

Sekreuaris Team Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan
tugasnja bertanggung djawab kepada Ketua Team,

Pasal 9.

Djaksa Agung selaku Ketua Team Pemberantasan Korupsi da-
pat membentuk satuan~? tugas, balk untuk tingkat Pﬁéat
Jjang mempunjai ruang lingkup seluruh Indonesia maupun
tingkat Daerah jang mempunjail ruang lingkup didaerah jang
bersangkutan,

{2) Susunal seeens
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(2)
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Susunan Satuan Tugas tersebut dapat bersifat gabungan
antara alat-2 penjelidik dan/atau penuntut sipil dan
ABRI, atau hanja terdiri darl satu unsur sipil/angkatan.

Bidaag tugas Satuan Tugas dapat meliputi penjelidikan,
penjidikan dan penuntutan sekaligus atau chusus untuk
penjslidikan/penjidikan/penuntutan sadja.

{4} Mengenai tingkat, susunan dan bidang tugas seperti ter-

sebut ajat2 {1}, {2} dan (3) disesuaikan dengan kebutuh-
an dan hukum jang berlakuﬁ

Dalam melaksanakan tugasnja Satuan Tugas bertanggung-
djawab kepada Djaksa Agung selaku Ketue Team Pemberan-
tasan Xorupsi.

BAB 1V,
LAIN-LATN.

Pasal 10 .

Djaksa &gung selaku Ketua Team Pemberantasan Korupsi da-
lam rangka memperlantjar pelaksanaan tugasnja dapat me-
minta bantuan tenaga dan atau bahan-2 keterangan jang di-
perlukan dari aparatur/instansi Pemerintah baik tingkat
Pusa' maupun Daersh, -

Setiap instangi jang dimintai bantuan oleh Djaksa Agung
diwadjibkan memberi bantuan, dalam batas-2 jang diwe-
nangkan oleh Undang-undang.

Pasal 110

Segala beaja jang diperluken untuk pelsksanaan tugag ini
dibebankan kepada Anggaran Kedjaksaan Agung,

Departemen Keuangan mengusahakan kelantjaran realisasi
anggaran jang diperiukan untuk pelaksanaan tugas Team
Pemberantasan Korupsi,

Pasal 12 .......,;.,
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Pasal 12,
Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur

kemudi&n,
Pasal 13-
Keputugan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan,

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : .2 ﬁcm {;'o’f z-

PEDJABAT PRESIB UBLIEK INDONESIA,

3 ¢ O EHARTO
DJENDERAL - TNI




